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SALNAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/ 145 TAHUN 2025

TENTANG
PENBTAPAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran pada Huruf B
angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Tunjangan Profesi, T\rnjangan Khusus, dan Tambahan
Penghasilan Guru Aparatur sipil Negara Daerah, Penetapan
Penerima Tambahan Penghasilan Guru dilakukan melalui
Surat Keputusan Penerima Tambahan Penghasilan Guru
ASND dengan Keputusan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Penetapan Penerima Tambahan Penghasilan Guru
Aparatur Sipil Negara Daerah;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 1

Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2O03 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarr'r}ahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tenlang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Nomor
68s6);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentatg Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O22 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6804);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OOg tentang
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru
dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1,2 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahal
Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O20 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1342);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4
Ta-hun 2O25 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan
Profesi, T\rnjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru
Aparatur sipil Negara Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 150);

12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 6 Tah:un 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 6);

MtrMUTUSKAN:

Penerima Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara
Daerah, rincian penerima sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah
diberikan setiap bulan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima
puluh ribu rupiah).

KEDUA

KETIGA: .../3



KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 Jvni 2025

GUBERNUR PAPUATENGAH,

cAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
HUKUM,I

YULIUS URUNG, S.H.,M.H.
NrP 197606082002 121002

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 10O.3.3. 1/ 145 TAHUN 2025
TENTANG
PENBTAPAN PENERIMA TAMBAHAN
PENGHASILAN GURU APARATUR SIPIL
NEGARA DAERAH

DAFTAR PENERIMA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002 r2tOO2

NO NAMA/NrP/GOL NUPIK ASAL
SEKOLAH REKENING

1

Noerhayati, S.Pd.lng
NIP 1972 10 1320070t20I6
Penata TK. I/ ([l/b)

8345750652300053 SLB Petra
Nabire

Bank Papua
9000202809576
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KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 Jtuni 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
HUKUM,

YU S MANURUNG, S.H.,M.H,
NIP 197606082002t21002

Salinan Keputusan ini samoaikan keoada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;


